
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN  

WARIS MENJAWAT DI MINANG KABAU  

(Studi Di Kenagarian Batang Barus Kecamatan Gunung Talang  

Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat) 

 

SKRIPSI 

 

 

AZESTA DWI PUTRA 

NPM : 1821010126 

 

 

 
 

 

 

 

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS SYARI’AH 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI 

RADEN INTAN LAMPUNG 

1445 H / 2023 M 



ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN  

WARIS MENJAWAT DI MINANG KABAU  

( Studi Di Kenagarian Batang Barus Kecamatan Gunung Talang  

Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat) 

 

 

SKRIPSI 

 

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi 

Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam  

Ilmu Syariah 

 

 

 

Oleh 

 

AZESTA DWI PUTRA 

NPM: 1821010126 

 

 

 

 

Program Studi: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) 

 

 

 

 

Pembimbing I  : Bpak Drs H. Irwantoni, M.Hum. 

Pembimbing II : Ibu Helma Maraliza S.E.I, M.E.Sy. 

 

 

 

FAKULTAS SYARIAH 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI 

RADEN INTAN LAMPUNG 

1445 H/2023 M 

 



 
ii 

 

ABSTRAK 

 

 Berbagai problematika perihal waris menjawat di suku minang 

kabau di Kenagarian Batang Barus Menurut adat Minangkabau yang 

menjawat waris ini adalah keturunan dari pada ibu sebab 

Minangkabau berbentuk matriarchaat. Jadi anak dari baris ibu yang 

menjadi ahli waris atau dinamakan kemenakan. Jadi seseorang 

penghulu meninggal maka kemenakannya yang menjawat gelarannya 

sebab otomatis dia akan menguasai pula harta pusaka dari almarhum 

mamaknya. Tetapi bukan berarti dia boleh leluasa berbuat dengan 

harta pusaka itu sebab ada pula ketentuan-ketentuannya. Sebab harta 

itu ada pula jenis-jenisnya: harta pusaka tinggi, pusaka rendah, harta 

pencaharian, harta surang, harta serikat (sekutu) dll. Rumusan 

Masalah yaitu: Bagaimanakah proses pembagian waris menjawat  

yang terjadi di masyarakat  suku adat minang kabau, Bagaimanakah 

analisis hukum Islam terhadap pembagian waris menjawat yang 

terjadi di masyarakat adat suku minang kabau. Dan Tujuan penelitian 

adalah untuk mengetahui proses pembagian waris menjawat yang 

dilakukan di masyarakat minang kabau.Untuk mengetahui  pembagian 

waris menjawat yang dilakukan masyarakat minang kabau Sudah 

Sesuai dengan analisis hukum Islam. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu penelitian 

lapangan (Field research), penelitian lapangan adalah penelitian yang 

dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi yang 

diperoleh langsung dari lokasi penelitian. dalam penelitian ini akan 

mewawancarai tokoh Adat minang kabau khususya di Kenagarian 

Batang Barus. Untuk menganalisis data dilakukan secara Kualitatif 

yaitu prosedur penelitian Sesuai dengan jenis data yang digunakan 

dalam penelitian ini, maka yang menjadi sumber data adalah : Data 

Primer adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian 

yang terdiri dari elemen masyarakat, mengenai Analisis hukum Islam 

Terhadap Pembagian waris Menjawat di Minang Kabau Studi 

Kenagarian Batang Barus Kecamatan Gunung Talang  Kabupaten 

Solok Provinsi Sumatera Barat.  Data Sekunder yaitu data yang 

menjadi pelengkap sumber data primer, diperoleh dari sumber Al- 
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Qur’an, hadist, jurnal dokumen-dokumen resmi, buku-buku ilmiah, 

hasil penelitian dan karya ilmiah yang relevan dengan topic penelitian. 

Proses pembagian waris menjawat di suku Minang Kabau di 

begi menjadi dua yaitu: pertama Harta Pusaka tinggi yang 

pembagiannya di wariskan kepada kaum, bukan untuk per orangan. 

Kedua  harta pusaka rendah yaitu di wariskan kepada anak dan boleh 

di bagikan untuk per orangan dan sesuai dengan ajaran hukum Islam. 

Dalam hukum  Islam, yaitu dalam hukum faraid diterangkan bahwa 

warisan turun kepada anak sedang dalam hukum adat turun kepada 

kemenakan, jadi bertentangan. Tetapi dalam pelaksanaannya hukum 

ini dapat berjalan dengan baik dan lancar menurut peraturan dalam 

adat. 

 

Kata Kunci  : Menjawat  Waris,  Di suku Minang Kabau, 
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MOTTO 

 

                  

“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) 

anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan 

bagahian dua orang anak perempuan" 

(Q.S An-nisa ayat 11) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebelum penulis mengadakan pembahasan lebih lanjut 

tentang skripsi ini terlebih dahulu penulis akan jelaskan 

pengertian judul. Sebab judul merupakan kerangka dalam 

bertindak, apalagi dalam suatu penelitian ilmiah, hal ini untuk 

menghindari penafsiran yang berbeda dikalangan pembaca. Maka 

perlu adanya suatu penjelasan dengan memberi arti beberapa 

istilah yang terkandung didalam judul skripsi ini. 

Adapun judul skripsi yang di maksud adalah. Analisis 

Hukum Islam Terhadap Pembagian Waris Menjawat Di Minang 

Kabau (Studi Kenagarian Batang Barus Kecamatan Gunung 

Talang  Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat). Adapun 

uraian pengertian beberapa istilah yang terdapat pada judul 

proposal ini yaitu, debagai berikut :  

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa 

(karangan, perbuatan, dan sebagainya untuk mengetahui keadaan 

yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya, dan 

sebagainya.)
1
 

Hukum Islam adalah pengetahuan tentang hukum-hukum 

syari‟at Islam mengenai perbuatan manusia, yang diambil dari 

dalil-dalil yang secara terperinci.
2
  Menurut Amir Syarifuddin, 

hukum Islam, adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu 

Allah dan Sunnah Rasul, tentang tingkah laku manusia mukallaf 

yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama 

Islam.
3
 

                                                           
1 “Arti Kata Analisis - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” June 

26, 2022, https://kbbi.web.id/analisis. 
2 Abdul Wahab Khallaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 1996), 2. 
3 Amir Syarifuddin, Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam 

Lingkungan Adat (Jakarta: Gunung Agung, 1984), 3. 
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Pembagian adalah proses, cara, perbuatan membagi atau 

membagikan.
4
 Dalam penelitian ini pembagian yang dimaksud 

ialah pembagian yang di anjurkan dalam agama islam dan yang 

sudah berlaku di masyarakat adat minang kabau. 

Waris, adalah berbagai aturan tentang perpidahan hak 

milik berupa harta kekayaan dari seseorang yang telah meninggal 

dunia kepada ahli warisnya, dalam istilah lain waris disebut juga 

dengan faraidh yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut 

agama islam kepada semua yang berhak menerimanya.
5
 

Menjawat adalah mengulurkan kedua tangan (untuk 

menerima, menyambut): ia pun berdiri menyambut temannya 

seraya menjawat pusaka itu.
6
 Maka dalam hal ini menjawat yaitu 

menerima amanah beserta jabatan yang dimiliki oleh mamak 

kepala suku atau penghulu adat. Menurut adat Minang Kabau 

yang menjawat waris ini adalah keturunan dari pada ibu sebab 

Minang Kabau berbentuk matrilineal. Jadi anak dari baris ibu 

yang menjadi ahli waris atau dinamakan kemenakan. Jadi 

seseorang penghulu meninggal maka kemenakannya yang 

menjawat gelarannya sebab otomatis dia akan menguasai pula 

harta pusaka dari almarhum mamaknya. Tetapi bukan berarti dia 

boleh leluasa berbuat dengan harta pusaka itu sebab ada pula 

ketentuan-ketentuannya. Sebab harta itu ada pula jenis-jenisnya: 

harta pusaka tinggi, pusaka rendah, harta pencaharian, harta 

surang, harta serikat (sekutu) dll.
7
 

Minang kabau (Minang) adalah kelompok etnis Nusantara 

yang berbahasa dan menjunjung adat Minang Kabau. Wilayah 

kebudayaannya Minang meliputi daerah Sumatera Barat, separuh 

daratan Riau, bagian utara Bengkulu, bagian barat Jambi, pantai 

                                                           
4 “Arti Kata Pembagian - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” 

accessed June 26, 2022, https://kbbi.web.id/pembagian. 
5 Ahmad Rofiq, Fiqih Mawaris (Jakarta: PT Grafindo Persada, 202AD), 3. 
6 Moch Rizky Prasetya Kurniadi, “Arti Menjawat di Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI),” KBBI, June 24, 2022, https:/ /kbbi. lektur .id/ menjawat. 
7 Mochtar naim, Menggali Hukum Tanah Dan Hukum Waris Minang Kabau 

(padang: center for minangkabau Studies, 1968), 107. 

https://www.tribunnewswiki.com/tag/minangkabau
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barat Sumatera Utara, barat daya Aceh, dan juga Negeri Sembilan 

di Malaysia.
8
 

Berdasarkan definisi di atas, dapat di simpulkan bahwa 

yang di maksud dari judul dalam skripsi ini adalah Analisis 

hukum Islam  yang menjawat waris ini adalah keturunan dari pada 

ibu sebab Minang kabau berbentuk matrilineal. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Hukum waris ialah salah satu hukum yang berperan dalam 

masayarakat, Karena hukum waris berkaitan erat dengan 

kehidupan manusia. setiap manusia akan mengalami suatu pristiwa 

hukum yaitu meninggal dunia. Yang mana dari meninggalnya 

seseorang menimbulkan akibat hukum yaitu tentang masalah 

warisan. Waris menurut hukum Islam adalah hukum yang 

mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan 

seseorang yang meninggal.
9
 Dan juga berbagai aturan tentang 

perpidahan hak milik. Hak milik yang dimaksud adalah berupa 

harta dari seorang yang telah meninggal dunia kepada ahli 

warisnya. Dalam istilah lain waris disebut juga dengan fara‟id, 

yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam 

kepada semua yang berhak menerimanya dan telah ditentukan 

bagian-bagiannya.
10

 Syariat Islam telah menentukan bagian-bagian 

waris dengan sangat teratur dan adil, di dalam di tentukannya 

bagian waris bagi anak laki-laki maupun perempuan. Dan di dalam 

al-Qur‟an sudah di jelaskan mengenai huskum-hukum yang 

berkaitan dengan kewarisan tanpa mengabaikan salah satu hak ahli 

waris, dimana bagian yang harus diterima telah dijelaskan 

kedudukannya di dalam al-Qur‟an surah An-nisa ayat :11 

                                                           
8 De Jong, P.E de Josselin , Minangkabau and Negeri Sembilan: Socio-

Political Structure in Indonesia. (Jakarta: Bhartara, 1960), 18.  
9  Effendi Perangin, Hukum Waris (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 3. 
10 Beni Ahmad Saebani, Fiqih Mawaris (Bandung: Pustaka setia, 2002), 3. 

https://id.wikipedia.org/wiki/P._E._de_Josselin_de_Jong
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“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) 

anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan 

bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya 

perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari 

harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, 

maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, 

bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, 

jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang 

meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-

bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang 

meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya 

mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) 

sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar 

hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak 

mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) 

manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. 

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” 

Demikian juga hadis nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu 

Abbas ra: 

ارِثٍ    َُ صٍَِّتَ  لِ ََ ُ فلَََ  انَِّ اللهَ لدَْ اعَْطىَ كُلَّ ذِيْ حَكٍّ حَمًَّ

                              

“Dari Ibnu Abbas ra. Nabi Muhammad Saw bersabda” 

berikanlah harta pusaka kepada orang-orang yang berhak sesudah 

itu sisanya untuk laki-laki yang lebih utama.(Hr.Muslim”)
11

 

                                                           
11 Imam Az-Zabidi, Shahih Al- Bukori (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 035. 
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Berdasarkan ayat al-Qur‟an dan hadis di atas sudah jelas 

mengenai bagian anak laki-laki lebih besar dari anak perempuan, 

Islam telah mengatur dan menentukan bagian waris dengan sangat 

adil. Namun banyak terjadi perselisihan dan juga pertentangan 

sampai dengan memprotes tentang bagian yang didapat oleh 

masing-masing ahli waris dan yang sering jadi masalah dalam 

hukum kewarisan adalah tentang bagian anak laki-laki dan 

perempuan. Dalam masalah kewarisan khususnya dalam 

masyarakat, bagi masyarakat kewarisan Islam tidak memberi rasa 

keadilan, sebagian besar masyarakat tidak menggunakan fara‟id 

tidak sepenuhnya disebabkan kurangnya pemaham tentang Islam, 

Melainkan karena budaya dan struktur sosial. Banyak tangapan 

dan pertentangan mengenai faraid tentang bagian anak laki-laki 

dua kali lebih besar dari anak perempuan. 

Perkembangan zaman di Indonesia banyak melahirkan 

pemikiran-pemikiran tentang kewarisan Islam dan dari pemikiran-

pemikiran tersebut terdapat perbedaan pendapat. Indonesia 

mengenal 3 (tiga) sistem kekerabatan yaitu sistem kekerabatan 

matrilineal, patrilineal dan parental. Sistem kekerabatan 

matrilineal melihat garis keturunan ibu, sistem kekerabatan 

patrilineal melihat dari garis keturunan ayah, sedangkan sistem 

kekerabatan parental melihat garis keturunan ayah dan 

ibunya.Sudah kita ketahui pada masyarakat Minang kabau berlaku 

sistem kekerabatan matrilineal yang mana mereka hidup di dalam 

satu ketertiban masyarakat yang didalam kekerabatannya dihitung 

menurut garis ibu dan pusaka serta warisan diturunkan menurut 

garis ibu. Ini berarti bahwa anak laki-laki dan perempuan 

termasuk  keluarga,  perkauman  ibunya  bukan  dari  ayahnya  

melainkan dari ibu, mamak dan bibinya yang menerima warisan 

harta benda.
12

 

Harta waris adalah suatu barang yang ditinggalkan oleh 

seseorang yang sudah mati dan diterima oleh ahli warisnya baik 

berupa harta pusaka tinggi, pusaka rendah ataupun gelarannya 

Pembagian warisan merupakan suatu permasalahan yang rentan 

                                                           
12 Helmy Panuh, Peranan Kerapatan Adat Nagari (Jakarta: PT. RajaGrafindo 

Persada, 2012), 40. 
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terjadi konflik dalam sebuah keluarga.Perubahan hukum waris 

adat Minang Kabau ditandai dengan hasil kesepakatanpara ninik 

mamak, Alim Ulama, cerdik pandai dan angkatan muda pada 

tahun 1952 diBukittingi. Hasil kesepakatan tersebut dikuatkan 

oleh Seminar Hukum Adat Minang Kabau tahun 1968 di Padang, 

salah satunya menetapkan bahwa harta pencaharian di warisi oleh 

ahli waris menurut hukum Faraid.
13

 

Menurut adat Minang kabau yang menjawat waris ini 

adalah keturunan dari pada ibu sebab Minang Kabau berbentuk 

matri archaat. Jadi anak dari baris ibu yang menjadi ahli waris 

atau dinamakan kemenakan. Jadi apabila seseorang penghulu 

meninggal maka kemenakannya yang menjawat gelarannya sebab 

otomatis dia akan menguasai pula harta pusaka dari almarhum 

mamaknya. Tetapi bukan berarti dia boleh leluasa berbuat dengan 

harta pusaka itu sebab ada pula ketentuan-ketentuannya. Sebab 

harta itu ada pula jenis-jenisnya: harta pusaka tinggi, pusaka 

rendah, harta pencaharian, harta surang, harta serikat (sekutu) 

dll.
14

 

Jika seorang anak ayahnya seorang penghulu bukan pula 

berarti dia akan berhampa tangan dari pusaka ayahnya yang 

menjadi penghulu itu, dan almarhum ayahnya mempunyai harta 

yang banyak, Anak boleh menerima harta pusaka itu dengan 

syarat-syarat tertentu yang bernama hibah. Dan hibah ini ada 

bermacam-macam pula jenisnya.
15

 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang 

didasarkan pada studi kasus Pembagian waris Menjawat di 

Kenagarian Batang Barus. Dalam penelitian ini penulis 

mengadakan penelitian terhadap tokoh masyarakat, tokoh adat, 

orang-orang yang pernah melakukan Pembagian waris Menjawat, 

serta orang yang  berpengaruh di masyarakat adat Minang Kabau. 

Pendekatan yang digunakan yaitu kualitatif guna mengungkapkan 

                                                           
13 Syarifuddin, Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan 

Adat, 4. 
14 Mochtar naim, Menggali Hukum Tanah Dan Hukum Waris Minang Kabau, 

107. 
15 Ibid, 107. 
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hal-hal yang mendasar, mendalam, berorientasi pada proses studi 

kasus tunggal dan didasarkan pada asumsi adanya fenomena 

relatif yang dinamis. 

 

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian  

Dalam sebuah penelitian atau research yang bertujuan 

untuk mencari sesuatu hal yang baru, peneliti akan terlebih dahulu 

membuat focus penelitian pada sebuah objek yang akan di telitii. 

Setelah focus penelitian di tentukan maka selanjutnya akan di 

terapkan rumusan masalah dan tujuan penelitian.
16

 Adapun fokus 

penelitian sekripsi ini adalah terletak pada apakah Pembagian 

Waris Menjawat Di Suku Minang Kabau sesuai dengan Analisis 

Hukum Islam.   

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, Dapat dirumuskan 

rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah proses pembagian waris menjawat  yang 

terjadi di masyarakat  suku adat Minang Kabau ? 

2. Bagaimanakah analisis hukum Islam terhadap pembagian 

waris menjawat yang terjadi di masyarakat adat suku Minang 

Kabau? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. untuk mengetahui proses pembagian waris menjawat yang 

dilakukan di masyarakat  Minang Kabau. 

                                                           
16 Susiadi, Pedoman Penulisan Skripsi (Bandar lampung: Pusat Penelitian dan 

penerbitan LP2M Institut Agama Islam Raden Intan Lampung, 2015), 95. 
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2. Untuk mengetahui  pembagian waris menjawat yang 

dilakukan masyarakat minang kabau Sudah Sesuai dengan 

analisis hukum Islam. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Alasan Memilih Judul Penelitian ini dilakukan memiliki 

manfaat sebagai  berikut: 

1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai 

kontribusi dalam rangka memperkaya khasanah ilmu 

pengetahuan, dan dapat menjadi bahan referensi ataupun 

bahan diskusi bagi para mahasiswa Fakultas Syari‟ah maupun 

masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan khususnya berkaitan tentang Analisis hukum 

Islam. Terhadap Pembagian waris Menjawat di Minang 

Kabau.  

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

bermanfaat bagi masyarakat serta menambah wawasan dalam 

bidang ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum, yang 

membahas Analisis hukum Islam Terhadap Pembagian waris 

Menjawat di Minang Kabau. 

 

G. Kajian Terdahulu Yang Relevan 

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh pihak 

lain yang dipakai sebagai bahan pengkajian berkaitan dengan 

penelitian ini antara lain :  

1. Skripsi  :  Danial Abdillah Lazuardi“ Kedudukan laki-laki 

minang terhadap penguasaan harta pusaka tinggi menurut 

hukum waris adat minang kabau . Mahasiswa Program S1 

Fakultas Hukum Universitas Trisakti 2015 yang meneliti 

bagaimana Kedudukan Laki-laki Minang Terhadap 

Penguasaan harta pusaka tinggi di hukum waris adat minang 

kabau (Studi Kasus Nomor: 18/Pdt.G/2015/PN Pdg)”). 

Kesimpulan  Aldrin Bin Anas dengan mengancam menggadai 

dengan tujuan untuk menikmatinya secara pribadi ini sangat 
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tidak bisa dibenarkan. Karena di dalam adat Minang Kabau 

harta pusaka tinggi hanya dapat di gadaikan jika memenuhi 

syarat gadai pusaka tinggi yaitu : a) “Rumah gadang ketirisan 

: Rumah gadang bocor b) Mayat Terbujur : Kematian dirumah 

tersebut c) Gadis gadang belum bersuami : perempuan yang 

seharusnya sudah menikah namun belum mempunyai suami 

bisa menggadai sawahnya”
17

 

Pada Skripsi di atas yaitu membahas tentang seorang 

Laki-Laki mengambil kemanfaatan dari harta Pusaka yaitu 

dengan cara menggadaikan tetapi tidak untuk menjualnya.  

Sedangkan di skripsi ini akan mengkaji bagaimana proses 

pembagian waris menjawat di Minang Kabau Analisis Hukum 

Islam. Maka penelitian ini sangat lah berbeda.  Dari adanya 

perbedaan tersebut penulis ingin mengkaji lebih mendalam 

sesuai dengan Ajaran Agama Islam. 

2. Jurnal : Adri Noviardi Harta Waris Pusaka Tinggi Adat 

Minang Kabau Perspektif Maslahah Mursalah Asy-Syathibi. 

Mahasiswa Program S1 Fakultas Syari‟ah Universitas Islam 

Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2020 yang membahas 

tentang Harta Waris Pusaka Tinggi Adat Minang Kabau 

Perspektif Maslahah Mursalah Asy-Syathibi.  

Kesimpulan, seperti yang telah disampaikan pada halaman 

pembahasan bahwa sistem kewarisan Minang Kabau, seperti 

yang telah sama-sama kita pahami bahwa di Minang Kabau 

ada dua jenis harta pokok waris, yaitu ada harta pusaka rendah 

dan pusaka tinggi. Pertama harta pusaka rendah, harta ini 

merupakan hasil pencarian bersama suami istri selama 

berkeluarga. Dan hukum kewarisan pada harta ini telah 

disepakati secara adat dan agama oleh Ulama atau tokoh adat 

Minang Kabau sendiri, bahwa pembagian waris pada harta ini 

sesuai dengan kaidah agama Islam dimana anak laki-laki 

mendapat dua berbanding satu dengan anak perempuan. Dan 

                                                           
17 Danial Abdillah Lazuardi, “Kedudukan Laki-Laki Minang Terhadap 

Penguasaan Harta Pusaka Tinggi Menurut Hukum Waris Adat Minang Kabau, 

Volume 1 Nomor 2 2019 https://trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/  
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ini merupakan sudah ketetapan mutlak bagi adat Minang 

Kabau mengingat falsafahnya “Adat basandi syarak,syarak 

basandi kitabullah” yang artinya adat harus tunduk pada 

aturan syariat.
18

 

Pada penelitian ini memiliki kesamaan dari beberapa topik 

diantaranya: mengkaji tentang harta pusaka tinggi dan rendah 

yang menggunakan landasan dari maslahah mursalah 

Asyatibi. Dan pada penelitian ini penulis juga mengkaji 

bagaimana proses pembagian waris menjawat di Minang 

Kabau menurut Analisis Hukum Islam. Dan juga memiliki 

Perbedan yaitu tentang proses menjawat warisnya. Maka dari 

adanya perbedaan tersebut penulis ingin mengkaji lebih 

mendalam sesuai dengan Ajaran Agama Islam. 

3. Jurnal Indra Rahmat Pengelolaan Harta Pusaka Tingi Dalam  

Masyarakat Adat Minang Kabau  (studi di Kecamatan Batipuh 

Kabupaten Tanah Datar). Mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Sejarah Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan (STKIP) PGRI Padang 2019 yang membahas 

tentang Pengelolaan Harta Pusaka Tingi Dalam  Masyarakat 

Adat Minang Kabau   (studi di Kecamatan Batipuh Kabupaten 

Tanah Datar)  

Kesimpulanya Bentuk atau dasar pengelolaan terhadap 

tanah pusaka tinggi yang dibenarkan dalam adat dan tidak 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan adalah 

pengelolaan dengan jalan perjanjian bagi hasil, gadai yang 

diperbolehkan alasannya dalam aturan adat, hibah beralas. 

Adapun dasar pengelolaan yang dilarang dalam adat tetapi 

tidak dilarang oleh undang-undang adalah jual beli tanah 

pusaka tinggi, hibah lepas terhadap tanah pusaka tinggi, yang 

dapat mengakibatkan putusnya mata rantai dari pemanfaatan 

tanah hartapusaka tinggi.
19

   

                                                           
18 Adri Noviardi, “Harta Waris Pusaka Tinggi Adat Minangkabau Perspektif 

Maslahah Mursalah Asy-Syathibi,” Sakina: Journal of Family Studies  Volume 4, no. 

4 (December 31, 2020), http://urj.uin-malang.ac.id/. 
19 Indra Rahmat, “Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi Dalam Masyarakat Adat 

Minangkabau (Studi di Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar),” Bakaba : 
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Pada penelitian di atas yaitu membahas tentang seorang 

mengambil kemanfaatan dari harta Pusaka tinggi yaitu dengan 

cara menggadaikan tetapi tidak untuk menjualnya. Sedangkan 

di skripsi ini akan mengkaji bagaimana proses pembagian 

waris menjawat di Minang Kabau menurut Analisis Hukum 

Islam. Maka penelitian ini sangat lah berbeda. Dan patut 

untuk dikaji secara mendalam yang sesuai dengan ajaran 

Agama Islam. 

Berdasarkan analisa yang telah disebutkan di atas, maka 

penelitian ini berbeda dan belum pernah dibahas dalam penelitian 

sebelumnya. Penelitian ini mengenai Analisis hukum Islam 

Terhadap Pembagian waris Menjawat di Minang Kabau Studi 

Kenagarian Batang Barus Kecamatan Gunung Talang  Kabupaten 

Solok Provinsi Sumatera Barat Oleh karena itu, penelitian ini akan 

sangat menarik untuk dibahas dan dikaji secara mendalam. 

 

H. Metode Penelitian 

1. Jenis Dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif,  

yaitu jenis penelitian yang penelitian nya langsung terjun 

kelapangan. Penelitian lapangan yaitu jenis penelitian 

yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan 

informasi yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. 

Penelitian lapangan ini adalah penelitian tentang Analisis 

hukum Islam Terhadap Pembagian waris Menjawat di 

Minang Kabau yang dilakukan di (Kenagarian Batang 

Barus Kecamatan Gunung Talang  Kabupaten Solok 

Provinsi Sumatera Barat)  

 

 

                                                                                                                             
Jurnal Sejarah, Kebudayaan dan Kependidikan, Volume 8, no. 1 (July 1, 2019): 15–

24, https:// ejournal. upgrisba.ac.id/  
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b. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu 

suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data 

kemudian disimpulkan dan kajian tentang Analisis 

hukum Islam Terhadap Pembagian waris Menjawat di 

Minang Kabau yang di lakukan di Kenagarian Batang 

Barus Kecamatan Gunung Talang  Kabupaten Solok 

Provinsi Sumatera Barat. 

2. Sumber Data 

Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam 

penelitian ini, maka yang menjadi sumber data adalah :  

a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari 

lokasi penelitian yang terdiri dari elemen masyarakat, 

mengenai Analisis hukum Islam Terhadap Pembagian 

waris Menjawat di Minang Kabau Studi Kenagarian 

Batang Barus Kecamatan Gunung Talang  Kabupaten 

Solok Provinsi Sumatera Barat.   

b. Data Sekunder yaitu data yang menjadi pelengkap sumber 

data primer, diperoleh dari sumber Al- Qur‟an, hadist, 

jurnal dokumen-dokumen resmi, buku-buku ilmiah, hasil 

penelitian dan karya ilmiah yang relevan dengan topic 

penelitian. 

3. Populasi dan Sampel Penelitian 

a. Populasi 

Populasi atau universe adalah keseluruhan objek 

penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, 

tumbuh-tumbuhan, gejala gejala nilai tes, atau peristiwa–

peristiwa  sebagai sumber yang memiliki karakteristik 

tertentu di dalam penelitian. Adapun yang menjadi 

populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang ada 

di kenagarian batang barus, khususnya yang pada 

permasalahan analisis hukum Islam terhadap pembagian 

waris menjawat di Minang Kabau yang berjumlah (enam)  

suku, dan dari setiap suku memiliki lima tokoh Adat yang 
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sangat di butuhkan oleh masyarakat adat tersebut, dan di 

setujui oleh pimpinan adat yang bergelarkan ketua KAN 

(Kerapatan Adat Nagari) kelima tokoh adat tersebut 

dikenal dengan panggilan : Datuk, Malin, Manti, 

Dubalang, dan Cadiak Pandai. Jadi setiap (1) satu suku di 

Minag Kabau memiliki lima tokoh yang bergelarkan 

seperti di atas maka kalau enam suku yaitu berjumlah 

sebanyak (30) tiga puluh  orang tokoh adat. Ditambah 

lagi dengan masyarakat Kenagarian Batang Barus yang 

mengikuti pembagian waris menjawat.  maka dapat 

disimpulkan bahwa dalam suatu penelitian terhadap 

sesuatu populasi yang perlu mendapat pertimbangan 

berapa besar populasi tersebut, sehingga jika suatu 

populasi tidak memungkinkan untuk di teliti seluruhnya  

perlu di ambil sebagian saja, yang bisa di sebut dengan 

sampel. 

b. Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut, apa yang di pelajari dari 

sampel itu kesimpulannya akan dapat di berlakukan 

untuk populasi. Penulis dalam menentukan sampel, 

penulis menggunakan teknik random sampling yaitu 

pengambilan sampel yang dilakukan secara acak tampa 

adanya syarat dan ketentuan. Adapun yang dijadikan 

sampel dalam penelitian ini adalah (enam suku adat) di 

kenagarian batang barus. dan dari setiap suku memiliki 

lima tokoh Adat yang sangat di butuhkan oleh 

masyarakat adat tersebut, dan di setujui oleh pimpinan 

adat dari semua suku yang disebut ketua KAN 

(Kerapatan Adat Nagari) kelima tokoh adat tersebut 

dikenal dengan panggilan : Datuk, Malin, Manti, 

Dubalang, dan Cadiak Pandai. Jadi setiap (1) satu suku di 

Minang kabau memiliki lima tokoh yang bergelarkan 

seperti di atas maka kalau enam suku yaitu berjumlah 

sebanyak (30) tiga puluh  orang tokoh adat. Ditambah 
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lagi dengan masyarakat Kenagarian Batang Barus yang 

mengikuti pembagian waris menjawat.   

4. Metode Pengumpulan Data  

a. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang 

dilakukaan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai 

pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau prilaku 

objek sasaran.
20

 Menurut Nana Sudjana observasi adalah 

pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap 

gejala-gejala yang diteliti.
21

 Teknik observasi adalah 

pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-

fenomena yang diselidiki. Dalam arti yang luas, observasi 

sebenarnya tidak hanya terbatas pada pengamatan yang 

dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak 

langsung.
22

 Dari pengertian di atas metode observasi 

dapat dimaksudkan suatu cara pengambilan data melalui 

pengamatan langsung terhadap situasi atau peristiwa yang 

ada dilapangan. Adapun beberapa metode Observasi yang 

penulis lakukan Diantaranya: 

b. Metode Interview (wawancara), yaitu metode 

pengumpulan data dengan cara Tanya jawab secara lisan 

dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan 

secara langsung mengenai informasi-informasi atau 

keterangan-keterangan.
23

 Pihak yang diwawancarai dalam 

hal ini adalah masyarakat Kenagarian Batang Barus 

Kecamatan Gunung Talang  Kabupaten Solok Provinsi 

Sumatera Barat. 

c. Metode Dokumentasi, yaitu metode untuk memperoleh 

data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen, berupa 

berkas-berkas yang berhubungan dengan topic penelitian. 

                                                           
20 Muhamad Ali, Penelitian Pendidikan Prosedur Dan Strategi, (Angkasa, 

Bandung, 1984), 91. 
21 Nana Sudjana, Penelitian Dan Penilaian (Bandung: Sinar Baru, 1989), 45. 
22 Singarimbun Masri dan Efendi Sofran, Metode Penelitian Survey (Jakarta: 

LP3ES, 1995), 40. 
23 Suharsimi Ari Kunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, 

Revisi. (Jakarta: Rinika Cipta, 2002), 107. 



 

 

15 

5. Metode Pengolahan Data 

a. Pemeriksaan data (editing) yaitu memeriksa apakah data 

yang  terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, sudah 

selesai/relevan dengan masalah. 

b. Penandaan data (coding) yaitu memberikan catatan atau 

tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku literature 

atau dokumen); pemegang hak cipta atau urutan rumusan 

masalah. 

c. Rekontruksi data (reconstruction) yaitu penyusunan data 

secara teratur dan berurutan sehingga mudah dipahami. 

d. Sistematisasi data (systematizing) yaitu mengelompokkan 

data dengan menggunakan sistematika bahasa yang 

berdasarkan dengan urutan permasalahan. 

e. kesimpulan   

6. Metode Analisis Data 

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu 

prosedur penelitian yang menghasilkan data analisis, yang 

berupa kata-kata tertulis atau lisan yang dapat dipahami. 

Dalam analisis kualitatif penulis menggunakan metode 

berpikir induktif, yaitu berfikir dengan berangkat dari fakta-

fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus ditarik 

generalisasinya sehingga mempunyai sifat umum. 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Untuk memberikan gambaran dari pembahas yang akan 

disajikan, penulis membuat sistematika pembahasan sebagai 

berikut: 

Bab pertama, berupa pendahuluan yang berisi gambaran 

umum menurut pola dasar kajian masalah ini. Bab pertama ini 

menjelaskan penegasan judul, latar belakang masalah, fokus, dan 

rumusan masalah, Tujuan dan manfaat penelitian, kajian terdahulu 

yang relevan, metode penelitian serta sistematika penulisan. 
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Bab kedua, berisi tentang landasan teori, yakni tujuan 

hukum waris Islam, dasar hukum waris, pembagian waris. 

menurut analisis hukum Islam. 

Bab ketiga pembahasan perihal profil dan sejarah 

kenagarian batang barus kecamatan gunung talang kabupaten 

solok provinsi sumatera barat dimulai dengan menguraikan 

sejarah berdirinya, keadaan geografis,adat kebiasaan, kegiatan-

kegiatan dan proses pembagian waris menjawat di kenagarian 

batang barus. 

Bab keempat analisis proses pembagian waris menjawat 

di masyarakat minang kabau, dan menganalisis hukum terhadap 

pembagian waris menjawad di suku adat minang kabau apakah 

sesuai atau tidak dengan apa yang telah di anjurkan oleh hukum 

islam.  

Bab kelima, merupakan bab terakhir sekaligus sebagai 

penutup dari seluruh bab yang ada, yang terdiri dari simpulan-

simpulan dan rekomendasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Kajian Tentang  Hukum Waris Dalam Hukum Islam 

1. Pengertian Waris 

Kata waris berasal dari bahasa Arab Al-mirath, dalam bahasa 

arab adalah bentuk masdar dari kata waritha-yarithu-wirthan-

mirathan,. Maknanya menurut bahasa ialah berpindahnya sesuatu 

dari seseorang kepada orang lain. Atau dari suatu kaum kepada 

kaum lain.
24

  

Ilmu yang mempelajari warisan disebut ilmu mawaris atau 

lebih dikenal dengan istilah fara‟id. Kata fara‟id merupakan 

bentuk jamak dari fariḍah, yang diartikan oleh para ulama‟ 

farridiyun semakna dengan kata mafruḍah, yaitu bagian yang telah 

ditentukan kadarnya.
25

 Warisan berarti perpindahan hak 

kebendaan dari orang meninggal kepada ahli warisnya yang masih 

hidup.
26

 

Sedangkan secara terminologi hukum, kewarisan dapat 

diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang pembagian harta 

warisan yang ditinggalkan ahli waris, mengetahui bagian-bagian 

yang diterima dari peninggalan untuk setiap ahli waris yang 

berhak menerimanya.
27

 Harta warisan yang dalam istilah fara‟id 

dinamakan tirkah (peninggalan) adalah sesuatu yang ditinggalkan 

oleh orang yang meninggal, baik berupa uang atau materi lainya 

yang dibenarkan oleh syariat Islam untuk diwariskan kepada ahli 

warisnya.
28

  

                                                           
24 Muhammad Ali Ash-Shabuni, Pembagian Waris Menurut Islam, (Jakarta: 

Gema Insani Press, 1996), 33. 
25 Dian Khairul Umam, Fiqih Mawaris, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 

11. 
26 Ahmad Rofiq, Fiqih Mawaris, 13. 
27 Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia, Cet. IV. (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2000), 335. 
28 Maman Abd Djalal, Hukum Mawaris , ((Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), 

33. 
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Kata faraid, merupakan bentuk jamak dari kata faridah, yang 

berasal dari kata farada yang artinya adalah ketentuan. Dengan 

demikian kata faraid atau faridah artinya adalah ketentuan-

ketentuan tentang siapa yang termasuk ahli waris yang berhak 

mendapatkan warisan, ahli waris yang tidak berhak 

mendapatkannya, dan berapa bagian masing-masing. Untuk itu 

ada beberapa istilah dalam fikih mawaris, yaitu:
29

 

a. Waris adalah orang yang termasuk ahli waris yang berhak 

menerima warisan. Hak-hak waris dapat timbul karena 

hubungan darah dan karena hubungan perkawinan. Ada ahli 

waris yang sesungguhnya memiliki hubungan kekerabatan 

yang dekat, akan tetapi tidak berhak mendapatkan warisan, 

ahli waris yang demikian itu disebut zawu al-arham,  

b. Muwaris, artinya orang yang diwarisi harta benda 

peninggalannya, yaitu orang yang meninggal dunia, baik itu 

meninggal secara hakiki atau karena melalui putusan 

pengadilan, seperti orang yang hilang (al-mafqud) dan tidak 

diketahui kabar berita dan domisilinya,  

c. al-irs, artinya harta warisan yang siap dibagi oleh ahli waris 

sesudah diambil untuk keperluan pemeliharaan jenazah, 

pelunasan utang serta melaksanakan wasiat,  

d. Warasah, yaitu harta warisan yang telah diterima oleh ahli 

waris,  

e. Tirkah, yaitu semua harta peninggalan orang yang meninggal 

dunia sebelum diambil untuk kepentingan pemeliharaan 

jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat yang 

dilakukan oleh orang yang meninggal ketika masih hidup. 

Hukum waris sebelum Islam dipengaruhi oleh sistem sosial 

yang dianut oleh masyarakat yang ada. Masyarakat jahiliyah 

dengan pola masyarakatnya yang corak kesukuan, memiliki 

kebiasaan berpindah-pindah, suka berperang dan merampas 

jarahan. Sebagian dari mereka bermata pencaharian dagang. Ciri 

tersebut tampaknya sudah menjadi kultur atau budaya yang 

                                                           
29 Ahmad Rofiq, Fiqih Mawaris, 4. 
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mapan. Karena itu budaya tersebut ikut membentuk nilai-nilai, 

sistem hukum dan sistem sosial yang berlaku. Kekuatan pisik lalu 

menjadi ukuran baku dalam sistem hukum warisan yang 

diperlakukannya. Menurut masyarakat jahiliyah, ahli waris yang 

berhak mendapatkan harta warisan dari keluarganya yang 

meninggal, adalah mereka yang laki-laki, berpisik kuat dan 

mengalahkan musuh dalam setiap peperangan. Kepentingan suku 

sangat diutamakan. Karena dari prestasi dan eksistensi suku itulah, 

martabat seseorang sebagai anggota suku dipertaruhkan. 

Konsekuensinya adalah anakanak baik laki-laki maupun 

perempuan tidak diberi hak mewarisi harta peninggalan 

keluarganya. Ketentuan semacam ini telah menjadi tradisi dan 

mengakar kuat di dalam masyarakat. Bahkan seperti diketahui, 

fenomena penguburan hidup-hidup terhadap anak perempuan, 

merupakan suatu fakta sejarah yang tidak bisa ditutup-tutupi. 

Praktis perempuan mendapat perlakuan yang sangat deskriminatif. 

Mereka tidak bisa menghargai kaum perempuan, yang nantinya 

dalam perspektif al-Qur‟an mempunyai kedudukan yang sederajat 

dengan laki-laki. Bagi mereka, kaum perempuan tidak ubahnya 

bagaikan barang, bisa diwariskan dan diperjual belikan, bisa 

dimiliki dan dipindah-pindahkan.
30

 

Adapun dasar-dasar pewarisan yang digunakan pada zaman 

sebelum Islam adalah: 

1. Pertalian kerabat (al-qarabah),  

2. Janji prasetia (al-hilf wa al-mu‟aqadah) 

3. pengangkatan anak atau adopsi (al-tabanni).  

Pertalian kerabat yang menyebabkan seorang ahli waris dapat 

menerima warisan adalah mereka yang laki-laki dan kuat pisiknya. 

Implikasinya adalah wanita dan anak-anak tidak mendapatkan 

bagian warisan. Janji prasetya dijadikan dasar pewarisan dalam 

masyarakat jahiliyah. Mereka melalui perjanjian ini sendi-sendi 

kekuatan dan martabat kesukuan dapat dipertahankan. Janji 

prasetya ini dapat dilakukan dua orang atau lebih. Pelaksanaannya 

                                                           
30 Ahmad  Rofiq, Fiqih Mawaris, 8. 
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seorang berikrar kepada orang lain untuk saling mewarisi, apabila 

salah satu di antara mereka meninggal dunia. Tujuannya untuk 

kepentingan saling tolong-menolong, saling mendapatkan rasa 

aman. Dalam tradisi masyarakat jahiliyah, pengangkatan anak 

merupakan perbuatan hukum yang lazim. Lebih dari itu, status 

anak angkat disamakan kedudukannya dengan anak kandung. 

Caranya, seorang mengambil anak lakilaki orang lain untuk 

dipelihara dan dimasukkan dalam keluarga bapak angkatnya. 

Karena statusnya sama dengan anak kandung, maka menjadi 

hubungan saling mewarisi jika salah satu dari mereka meninggal 

dunia. Implikasinya, hubungan kekeluargaannya dengan orang tua 

kandungnya terputus dan oleh karenanya ia tidak bisa mewarisi 

harta peninggalan ayah kandungnya. Perkembangan hukum 

kewarisan pada masa awal-awal Islam belum mengalami 

perubahan yang berarti, di dalamnya masih terdapat 

penambahanpenambahan yang lebih berkonotasi stategis untuk 

kepentingan dakwah atau bahkan politis. Tujuannya adalah untuk 

merangsang ikatan persaudaraan demi perjuangan dan 

keberhasilan misi Islam. Pertimbangannya, kekuatan Islam pada 

waktu itu dirasakan masih sangat lemah, baik sebagai komunitas 

bangsa maupun dalam pemantapan ajaran-ajarannya, yang masih 

dalam dinamika pertumbuhan.
31

 

Dasar-dasar pewarisan yang digunakan pada awal-awal 

Islam, selain meneruskan pada nilai-nilai lama, juga ditambahkan 

dasar-dasar baru sebagai berikut: 

1. pertalian kerabat (al-qarabah) 

2. janji prasetia (al-hilf wa al- mu‟aqadah) 

3. pengangkatan anak atau adopsi (al-tabanni)  

4. hijrah dari Makkah ke Madinah, dan  

5. ikatan persaudaraan (al-muakhah)  

                                                           
31 Ibid, 14-15. 
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Antara orang-orang Muhajirin (pendatang) dan orang-orang 

Ansor, yaitu orang-orang Madinah yang memberikan pertolongan 

kepada kaum Muhajirin dari Makkah di Madinah. 

2. Dasar Hukum Waris 

Dasar dan sumber utama dari hukum Islam sebagai hukum 

agama (Islam) adalah nash atau teks yang terdapat dalam Al-

Qur‟an dan sunnah Nabi. Ayat-ayat Al-Qur‟an dan Sunnah Nabi 

yang secara langsung mengatur kewarisan tersebut antara lain 

sebagai berikut: 
32

 

a. Ayat-ayat Al-Qur‟an  

QS. An-Nisa‟ ayat 7 

                           

                           

 “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta 

peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada 

hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan 

kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang 

telah ditetapkan.”  

 

Ketentuan dalam ayat diatas merupakan merupakan landasan 

utama yang menunjukkan, bahwa dalam Islam baik laki-laki 

maupun perempuan sama-sama mempunyai hak waris, dan 

sekaligus merupakan pengakuan Islam, bahwa perempuan 

merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban. 

Tidak demikian halnya pada masa jahiliyah, dimana wanita 

dipandang sebagai objek bagaikan benda biasa yang dapat 

diwariskan.
33

 

                                                           
32 Sakirman Sakirman, “Konvergensi Pembagian Harta Waris Dalam Hukum 

Islam.,” Al-’Adalah, Volume 13, no. 2 (2016): 155–164, September 18, 2022, 

http://ejournal.radenintan.ac .id/  
33 Mohammad Muhibbin dan Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam 

(Sebagai Prmbaharuan Hukum Positif Di Indonesia), (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 

12. 
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Sebagai pertanda yang lebih nyata, bahwa Islam mengakui 

wanita sebagai subjek hukum, dalam keadaan tertentu mempunyai 

hak waris, sedikit ataupun banyak yang telah dijelaskan dalam 

beberapa ayat Al-Qur‟an.
34

 

Diantara nya terdapat dalam Al-Quraan surah annisa ayat 11. 

                         

                                

                         

                            

                             

                                     

 

“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) 

anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan 

bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya 

perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari 

harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, 

maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-

bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang 

ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang 

yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-

bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang 

meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya 

mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) 

sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar 

hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak 

mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) 

manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. 

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksan 

                                                           
34 Sakirman Sakirman, “Konvergensi Pembagian Harta Waris Dalam Hukum 

Islam.,” Al-’Adalah, Volume 13, no. 2 (2016): 155–164, September 18, 2022, 

http://ejournal.radenintan.ac .id/ 
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Firman-Nya, ‚bahagian seorang anak laki-laki sama dengan 

bahagian dua orang anak perempuan. Maksudnya ketika ada anak 

laki-laki dan anak wanita. Tapi jika yang ada hanya anak 

lakilaki,maka dia mendapatkan semua warisan, jika yang ada 

hanya anak perempuan, maka dia mendapatkan separohnya. Jika 

ada dua anak perempuan maka mereka mendapat dua pertiga 

bagian. 

                     

                       

                     

                       

                      

                  

                             

            

 

  “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang 

ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai 

anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu 

mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah 

dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar 

hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu 

tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu 

mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari 

harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu 

buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika 

seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak 

meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi 

mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang 

saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari 
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kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika 

saudarasaudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka 

bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang 

dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak 

memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang 

demikian itu sebagai) syari´at yang benar-benar dari Allah, dan 

Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.” ( Q.s. An-Nisa 

ayat: 12 ) 

 

  Ayat yang lebih menegaskan warisan laki-laki dan 

perempuan dalam Q.s an-Nisa ;176 

                          

                                   

                               

                           

  “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). 

Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah 

(yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai 

anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya 

yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, 

dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta 

saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika 

saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua 

pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan 

jika  mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan 

perempuan, maka bahagian seorang saudara lakilaki sebanyak 

bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan 

(hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha 

Mengetahui segala sesuatu.” 

 

b. Hadis 

Ada beberapa  hadis yang menerangkan tentang pembagian 

harta waris antara lain: 
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ارِثٍ ) رَاي مسلم ( َُ اصٍَِّتً لِ ََ ُ فلَََ   اوَِّا اللهَ لدَْ اعَْطَى كُلُّ ذِيْ حَكٍّ حَمًَّ

“Dari Ibnu Abbas ra. Nabi Muhammad Saw bersabda” 

berikanlah harta pusaka kepada orang-orang yang berhak 

sesudah itu sisanya untuk laki-laki yang lebih 

utama.(Hr.Muslim)”.
35

 

 

سَلَّمَ لََ ٌرُِثُ اْلمُسْلمُِ اْلكَا   ََ  ًِ ًْ صَلَّ اللهُ عَلٍْ ٌْدٍ رَضِىَ اللهُ انََّ الىَّبِ عَهْ اسَُا مَتَ بْهِ زَ ََ

لََ ٌرُِثُ  اْلكَا فرَِ مُسْلمٍِ )رَي البخاري مسلم ( ُْ لََ ٌرُِثُ اْلكَا فرَِ لَ ََ  فرَِ 

“Dari Usamah bin Zaid ra. Bahwasanya Nabi saw bersabda: 

tidaklah berhak seorang muslim mewarisi orang kafir, dan tidak 

pula orang kafir mewaisi ( Hr. Bukhari dan Muslim)”
36

 

 

لىَ رَجُلٍ ذَكَرٍ )رَاي البخاري مسلم ( َْ َُ لَِِ ًَ فٍَُ ٌْلٍِاَ فمََا بمَِ َ ُْ اْلفرََ ئضُِ باِ  اْلحِمُ

 

“Serahkanlah bagian-bagian kepada ahlinya, maka apa yang 

lebih adalah bagi laki-laki yang lebih dekat.( Bukhari dan 

Muslim)        Hadis diatas menjelaskan bawa  bagian anak laki –

laki lebih besar dari bagian anak perempuan”.
37

 

 

a. Ijma‟ dan Ijtihad         

Para sahabat, tab‟in, generasi pasca sahabat dan tabi‟it  

tabi‟in dan generasi pasca tabi‟in. Telah berijma atau bersepakat 

tentang legalitas  ilmu faraid  dan tidak ada yang dapat 

menyalahinya.
38

 Imam-imam mazhab yang berperan dalam 

pemecahan-pemecahan masalah waris yang belum dijelaskan 

dalam nash-nash shorih.
39

 

                                                           
35 Imam Az-Zabidi, Shahih Al- Bukori  Ringkasan Hadis (jakarta: Pustaka 

Amani, 2002), 035. 
36 Muhammad  bin Ismail  al –Bukhari, Jus  IV, Terjemah  Shahih Bukhari , 

hadis no 1799. (jakarta: Widajaya, 1992), 91. 
37 Ahmad Rofiq, Fiqih Mawaris, 19. 
38 Ibid, 20. 
39 Rahman Fahtur, Ilmu Waris (Bandung: PT Alma‟arif, 1981), 33. 
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3. Asas-Asas  Hukum Kewarisan Islam.         

Kewarisan Islam ada beberapa asas yang berkaitan dengan 

peralihan harta kepada ahli warist, cara pemililkan harta oleh yang 

menerima kadar jumlah harta dan waktu terjdinya peralihan harta. 

Asas-asas tersebut  yaitu:  

1. Asas Ijbari         

 Asas  Ijbari ialah pengalihan harta dari seseorang yang 

meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan 

sendirinya  menurut ketetapan Allah. Tanpa digantungkan 

kepada kehendak pewaris dan ahli warisnya dan asas ini  dapat 

dilihat dari berbagai segi yaitu:
40

 

a) Dari segi pewaris, mengandung arti bahwa sebelum 

meninggal ia tidak dapat menolak peralihan harta 

tersebut. Apa pun kemauan pewaris terhadap hartanya, 

maka kemauannya dibatasi oleh ketentuan  yang di 

tetapkan oleh Allah. Oleh karena itu sebelum meninggal 

Ia tidak perlu memikirkan atau merencanakan sesuatu 

terhadap hartanya, kerena dengan meninggalnya 

seseorang secara otomatis hartanya beralih kepada ahli 

warisnya.  

b) Dari segi peralihan harta, mengandung arti bahwa  harta 

orang yang meninggal itu beralih dengan sendirinya, 

bukan dialihkan oleh siapa-sapa kecuali oleh Allah. Oleh  

karena itulah kewarisan dalam Islam diartikan dengan 

peralihan harta, bukan pengalihan harta karena pada 

peralihan berarti beralih dengan sendirinya sedangkan 

pada kata pengalihan ialah usaha seseorang.  

c) Dari segi jumlah harta yang beralih, dari segi jumlah 

dapat dilihat dari kata “mafrudan” secara etimologis 

berarti telah ditentukan atau telah diperhitungkan, kata-

kata tersebut dalam terminologi Ilmu Fikih, berarti 

                                                           
40 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam (Jakarta: Prenada Media, 2004). 
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sesuatu yang telah diwajibkan Allah kepadanya, yaitu 

berarti  bagian waris sudah ditentukan.
41

 

d) Dari segi penerima peralihan harta itu,  yaitu  bahwa 

penerima harta, dan mereka yang berhak atas harta 

peninggalan itu sudah ditentukan secara pasti. Ketentuan 

asas Ijbari ini dapat dilihat antara lain dalam ketentuan 

al-Quran surat anisa ayat 7 

                    

                       

      

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta 

peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang 

wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan 

ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak 

menurut bahagian yang telah ditetapkan.” 

 

Ayat di atas menjelaskan bahwa: “bagi seorang 

laki-laki maupun perempuan ada nasib dari harta 

peninggalan orang tuanya atau dari karib kerabatnya, 

kata nasib dalam ayat tersebut dalam arti saham, bagian 

atau jatah dari harta peninggalan sipewaris. 

2. Asas Bilateral   

Yang dimaksud dengan asas bilateral dalam hukum 

kewarisan Islam adalah seseorang menerima hak kewarisan 

dari kedua belah pihak kerabat, yaitu dari garis keturunan 

perempuan maupun keturunan laki-laki.
42

 Untuk lebih 

jelasnya asas bilateral in dapat dilihat dalam surah an-Nisa 

ayat :7, dan 11. Dalam ayat 7 dijelaskan dikemukakan 

                                                           
41 Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, 19. 
42 Sakirman Sakirman, “Konvergensi Pembagian Harta Waris Dalam Hukum 

Islam.,” Al-’Adalah, Volume 13, no. 2 (2016): 155–164, http://ejournal.radenintan.ac 

.id/ 
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bahwa seorang laki-laki berhak memperoleh warisan dari 

pihak ayahnya maupun ibunya. Begitu juga dengan 

perempuan mendapat warisan dari kedua belah pihak orang 

tuanya. Ayat ini merupakan dasar bagi kewarisan bilateral 

selanjutnya di pertegas dalam surah an-Nisa: 11 

                    

                           

                     

                           

                            

                           

              

 “Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian 

pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak 

lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; 

dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka 

bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika 

anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh 

separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-

masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika 

yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang 

meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-

bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang 

meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya 

mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di 

atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) 

sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan 

anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka 

yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah 

ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui 

lagi Maha Bijaksana. 
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3. Asas Individual          

Asas individual ini adalah, setiap ahli waris (secara 

individu) berhak atas bagian yang didapatkan tanpa terikat 

kepada ahli waris lainya. Dengan demikian bagian yang 

diperoleh oleh ahli waris secara individu berhak mendapatkan 

semua harta yang telah menjadi bagianya. Ketentuan ini 

dapat dijumpai dalam ketentuan Alquran surat an-Nisa ayat 7  

yang secara garis besar menjelaskan  bahwa anak laki-laki 

maupun prempuan berhak meerima warisan dari orang tuanya 

dan  karib kerabatnya, terlepas dari jumlah haran yang yang 

telah ditentukan .yang mengemukakan bahwa bagian masing-

masing ahli waris ditentukan.
43

  

4. Asas Keadilan Berimbang         

Yang dimaksud asas keadilan berimbang adalah 

keseimbangan antara antara hak dengan kewajiban dan 

keseimbangan antara yang diperoleh dengan kebutuhan dan 

kegunaan. Dengan perkataan lain dapat dikemukakan bahwa 

faktor jenis kelamin tidak menentukan dalam hak kewarisan. 
44

 

5. Kewarisan Akibat Kematian             

Hukum waris Islam memandang bahwa terjadinya 

peralihan harta hanya semata-mata karena adanya kematian. 

Dengan perkataan lain harta seseorang tidak dapat beralih 

apabila belum ada kematian. Apabila pewaris masih hidup 

maka peralihan harta tidak dapat dilakukan dengan 

pewarisan.
45

 

 

 

 

                                                           
43 Sakirman Sakirman, “Konvergensi Pembagian Harta Waris Dalam Hukum 

Islam.,” Al-’Adalah, Volume 13, no. 2 (2016): 155–164, http://ejournal.radenintan.ac 

.id/ 
44 Ahmad Rofiq, Fiqih Mawaris, 24. 
45 Ibid, 28. 
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B. Pembagian Waris Dalam Islam  

Ketentuan pembagian harta yang telah ditetapkan oleh Al-

Quran adalah sebagai berikut.
46

 

1. Ahli Waris yang Mendapat 1/2 Harta Waris  

Ahli waris yang mendapat bagian setengah ada lima 

orang. Seorang diantaranya laki-laki dan empat orang lainnya 

perempuan:  

a. Suami  

b. Anak perempuan  

c. Cucu perempuan dari anak laki-laki  

d. Saudara perempuan sekandung  

e. Saudara perempuan seayah  

Masing-masing ahli waris tersebut di atas diikat oleh 

syarat-syarat berikut: 

a. Seorang suami mendapatkan harta warisan seperdua 

dengan satu syarat, yaitu apabila muwaris (dalam hal ini 

istri yang meninggal dunia) tidak mempunyai ahli waris 

bunuriyah (anak dan turunannya terus ke bawah), baik 

dari suami tersebut atau dari suami yang lain. Allah SWT. 

Berfirman dalam surat An-Nisa ayat 12:  

اجُ  ََ لكَُمْ وصِْفُ مَا ترََنَ ازَْ لدَ  ََ ََ هَُّ   كُمْ انِْ لَّمْ ٌكَُهْ لٍَّ

“Bagi kalian (para suami) adalah seperdua dari 

harta yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian, apabila 

istri-istri kalian tidak meninggalkan anak.” 

 

b. Seorang anak perempuan mendapat bagian setengah 

dengan dua syarat, yaitu (1) tidak mewarisi bersama 

dengan saudaranya yang mendapat ashabah, yaitu anak 

laki-laki dan anak perempuan itu harus anak tunggal. Hal 

                                                           
46 Agustiana, “Pembagian Harta Warisan Adat Lampung Pepadun Perspektif 

Santri Pondok Pesantren Daarul Khair Kotabumi (Stadi Di Desa Kota Alam 

Kecamatan Kotabumi Selatan” http: //repository .radenintan.ac.id/,2019),32. 
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ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat An- Nisa 

ayat 11: 

احِدَةً فلٍََاَ الىِّصْفُ  ََ انِْ كَاوتَْ  ََ  

 “Allah telah mensyariatkan bagi kalian tentang 

pembagian pusaka untuk anak-anak kalian” 

 

Alasan seorang anak perempuan tidak dapat bagian 

seperdua bila ada mu‟ashib (golongan ashabah yaitu anak 

laki-laki), karena jika anak perempuan mendapatkan 

setengah, bagian anak laki-laki akan sama besarnya dengan 

bagian anak perempuan, atau suatu saat bagian anak 

perempuan akan lebih banyak dari pada anak laki-laki. Hal 

ini tidak diakui oleh syariat Islam.
47

 Cucu perempuan dari 

anak laki-laki mendapatkan bagian seperdua dengan tiga 

syarat, yaitu: 

a) cucu perempuan itu tidak bersama dengan saudaranya 

yang mendapatkan ashabah, yaitu cucu laki-laki dari anak 

laki,  

b) cucu perempuan itu hanya seorang diri,  

c) harus tidak ada anak perempuan atau anak lakilaki 

sekandung.  

Alasan kewarisan cucu perempuan dari anak laki-laki, 

berdasarkan dalil kewarisan anak perempuan itu sendiri, 

karena cucu perempuan dari anak laki-laki dapat menempati 

kedudukan anak perempuan, jika anak perempuan itu tidak 

ada. Dikatakan dalam syair bahwa anak laki-laki dan cucu 

dari anak laki-laki serta anak perempuan kita (adalah 

keturunan kita) dan cucu-cucu dari anak perempuan kita 

                                                           
47 Sulaiman Rasijo, Fiqh Islam, (Bandung: Sinar Baru, 2014), 349. 
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adalah keturunan orang lain. Allah menjelaskan dalam 

firman-Nya sebagai berikut dalam surat An-Nisa ayat 11:
48

 

        

 “Allah telah mensyariatkan bagi kalian tentang 

pembagian pusaka untuk anak-anak kalian” 

 

Saudara perempuan seayah mendapat bagian setengah 

dengan empat syarat, yaitu : (a) tidak mewarisi dengan 

saudara yang mendapatkan ashabah, yaitu saudara laki-laki 

seayah, (b) seorang diri, (c) pewaris tidak mempunyai orang 

tua dan anak keturunan, (d) pewaris tidak mempunyai 

saudara perempuan sekandung.
49

 Dasar kewarisan saudara 

perempuan seayah sama dengan dasar kewarisan saudara 

perempuan sekandung, menurut ijma‟. Sebagaimana dalam 

surat An-Nisa ayat 76, Allah mengatakan “Jika orang yang 

mati itu meninggalkan saudara perempuan, saudara 

perempuan itu mendapatkan bagian seperdua.” Kata „ukhtun‟ 

di sini meliputi saudara perempuan sekandung dan seayah. 

Adapun saudara perempuan seibu, selamanya tidak dapat 

mewarisi seperdua, ia hanya dapat mewarisi seperenam.  

2. Ahli Waris yang Mendapat 1/4 Harta Waris
50

 

a. Suami, apabila istrinya yang meninggal dunia itu 

meninggalkan anak, baik anak laki-laki atau perempuan; 

atau meninggalkan anak dari anak laki-laki, baik laki-laki 

atau perempuan. Allah SWT. Berfirman dalam surat An-

Nisa ayat 12: 

                                                           
48 Supriyadi,“Pilihan Hukum Kewarisan Dalam Masyarakat Pluralistik (Studi 

Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata),"ejournal Al-‟Adalah,” Volume 12 no 

1 2015 http:// ejournal.radenintan.ac .id/  
49 Rasijo, Fiqh Islam, 349. 
50 Dr. Musthafa Al-Khin, Al-Fiqhul Manhaji, jilid III,. (Damaskus,: Darul 

Qalam, 2013), 286. 
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“Mereka istri-istrimu itu mempunyai anak, kamu 

mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya 

sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) 

sesudah dibayar hutangnya” 

 

b. Istri, baik hanya satu orang ataupun lebih, jika suami tidak 

meninggalkan anak (baik anak laki-laki maupun anak 

perempuan) dan tidak pula anak dari anak laki-laki (baik 

laki-laki maupun perempuan). Apabila istri itu lebih dari 

satu, seperempat itu dibagi rata antara mereka. Allah 

SWT. Berfirman dalam surat An-Nisa ayat 12: 

لدَ   ََ ا ترََكْتمُْ انِْ لَّمْ ٌكَُهْ لَّكُمْ  بعُُ مِمَّ لٍَهَُّ الرُّ ََ  

“Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu 

tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak”. 

 

3. Ahli Waris yang Mendapat 1/8 Harta Waris 

Harta waris yang mendapat seperdelapan 1/8 harta waris, 

yaitu istri, baik satu atau lebih, jika suaminya meninggal 

dunia meninggalkan anak, baik anak laki-laki atau anak 

perempuan, atau anak dari anak laki-laki, baik laki-laki 

maupun perempuan.
51

 Allah SWT. Berfirman dalam surat 

An-Nisa ayat 12: 

ا ترََكْتمُْ  لدَ  فلٍََهَُّ الخُّمُىُ مِمَّ ََ  فاَنِْ كَ انَ لكَُمْ 

“Jika kamu mempunyai anak, para istri itu 

memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu 

tinggalkan”.  

 

 

                                                           
51 Muhammad bin Ali Ar-Rahabi, Matnur Rahabiyyah Dalam Ar-

Rabahiyyatud Dîniyyah (Semarang: Toha Putra, tanpa tahun), 18–19. 
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4. Ahli Waris yang Mendapat 2/3 Harta Waris  

a. Dua orang anak perempuan atau lebih apabila tidak ada 

anak lakilaki. Berarti, bila anak perempuan lebih dari satu, 

sedangkan anak laki-laki tidak ada, mereka mendapatkan 

bagian 2/3 dari harta yang ditinggalkan bapaknya. Allah 

SWT. Berfirman dalam surat AnNisa ayat 11: 

ٍْهِ فَ لٍَهَُّ حلُخُاَ مَا ترََنَ  قَ احْىتََ ُْ  فاَنِْ كُهَّ وسَِاۤءً فَ

“Jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, 

bagi mereka dua per tiga dari harga yang ditinggalkan” 

 

b. Dua anak perempuan atau lebih dari anak laki-laki. 

Apabila anak perempuan tidak ada, berarti anak 

perempuan dari anak laki-laki yang berbilang itu, 

mendapat pusaka dari kakek mereka sebanyak 2/3 dari 

harta. Hal itu beralasan pada analogy, yaitu dianalogikan 

kepada anak perempuan karena hukum cucu (anak dari 

anak lakilaki) dalam beberapa perkara, seperti hukum 

anak sejati.  

c. Saudara perempuan yang seibu sebapak apabila 

berbilang (dua atau lebih). Allah SWT. Berfirman dalam 

surat An-Nisa 176: 

ا ترََنَ  ٍْهِ فلٍََمَُا الخُّلخُٰهِ مِمَّ  فاَنِْ كَاوتَاَ احْىتََ

“Jika saudara perempuan itu dua orang, bagi 

keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh 

yang meninggal”  

  

Yang dimaksut dengan dua orang yang disebut dalam ayat 

itu adalah dua orang atau lebih, karena ayat tersebut 

ditafsirkan oleh hadis dari Jabir yang berkata, “Saya telah 

mengadukan hal saya kepada Rasulullah SAW. karena saya 

mempunyai tujuh orang saudara perempuan. Saudara 

perempuan yang sebapak, dua orang atau lebih. Dalam surat 

An-Nisa ayat 176, yang dimaksut dengan saudara seibu 
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sebapak atau saudara sebapak saja apabila saudara 

perempun yang seibu sebapak tidak ada.
52

 

5. Ahli Waris yang Mendapat 1/3 Harta Waris  

a. Seorang ibu berhak mendapatkan bagian sepertiga, apabila 

pewaris tidak mempunyai anak atau cucu laki-laki dari 

keturunan anak lakilaki. Pewaris tidak mempunyai dua 

orang saudara atau lebih sekandung atau seayah atau 

seibu. Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 11:  

ا ترََنَ  ٍْهِ فلٍََمَُا الخُّلخُٰهِ مِمَّ  فاَنِْ كَاوتَاَ احْىتََ

 “Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak 

dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja), ibunya 

mendapat sepertiga.” 

  

b. Dua orang saudara atau lebih dari saudara yang seibu, 

baik laki-laki maupun perempuan firman Allah Swt dalam 

surat An-Nisa ayat 11:  

ًِ ٱلخُّلجُُ  ايُ فلَِِمُِّ َُ رِحًَُٓۥ أبََ ََ ََ لدَ   ََ ُۥ   فإَنِ لَّمْ ٌكَُه لًَّ

“Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari 

seorang, mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu” 

 

Yang dimaksud dengan kata fahum syuraka-u fi al-tsuluts 

(mereka bersekutu dalam yang sepertiga). Kata „bersekutu‟ 

menunjukkan kebersamaan, yakni mereka harus membagi 

sama rata di antara saudara laki-laki dan perempuan seibu 

tanpa membedakan bahwa laki-laki harus memperoleh 

bagian yang lebih besar dari pada perempuan. 

Kesimpulannya, bagian saudara laki-laki dan perempuan 

seibu bila telah memenuhi syarat-syarat diatas ialah 

sepertiga, dan pembagiannya sama rata, baik yang laki-laki 

maupun perempuan. Pembagian mereka berbeda dengan 

bagian para saudara laki-laki atau perempuan kandung dan 

                                                           
52  Ibid, 20–23. 
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seayah, yang dalam hal ini bagian saudara laki-laki dua kali 

lipat bagian saudara perempuan.
53

 

 

6. Ahli Waris yang Mendapat 1/6 Harta Waris 
54

 

a. Ayah mendapatkan bagian seperenam bila pewaris 

mempunyai anak, baik anak laki-laki maaupun 

perempuan. Allah SWT. Berfirman dalam surat An-Nisa 

ayat 11:  

لدَ   ََ ا ترََنَ إنِ كَانَ لًَُۥ  دُسُ مِمَّ ىٍْمَُا ٱلسُّ حِدٍ مِّ ََٰ ًِ لكُِلِّ  ٌْ َُ لِِبََ ََ  

“Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-

masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika 

yang meninggal itu mempunyai anak” 

  

b. Kakek sahih (ayahnya ayah) dan terus keatas mendapat 

seperenam apabila orang yang meninggal mempunyai 

anak atau cucu dari anak laki-laki dan terus ke bawah, 

dengan syarat tidak ada ayah (dari orang yang meninggal). 

Dengan demikian, status kakek dapat menempati 

kedudukan ayah, apabiila ayah telah tiada, kecuali dalam 

tiga maasalah: Pertama, saudara-saudara sekandung atau 

saudara-saudara seayah tidak dapat menerima waris 

bersama dengan ayah (termasuk ijma). Namun, apabila 

dengan kakek, (menurut Imam Syafi‟I, Imam Malik, 

Imam Ahmad), mereka mendapat waris. Menurut Abu 

Hanifah mereka (saudara-saudara) tetap tidak boleh 

mendapat waris walaupun bersama kakek, sebagaimana 

saudara-saudara bersama ayah, karena dalam bidang 

ashabah, jihat ubuwah (arah bapak atau kebapakan atau 

turun keatas) didahulukan daripada jihat ukhuwah (arah 

saudara atau persaudaraan atau hubungan kesamping). 

Kedua, dalam masalah gharawain, yaitu jika seorang 

perempuan mati meninggalkan suami, ayah, dan ibu, ibu 

                                                           
53  Ibid, 20–21. 
54 Dr. Musthafa Al-Khin, Al-Fiqhul Manhaji, 291. 
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mendapatkan bagian sepertiga dari sisa. Namun, apabila 

kedudukan ayah ditempati oleh kakek (karena ayah telah 

terlebih dahulu mati), ibu tetap mendapatkan bagian 

sepertiga dari seluruh harta, menurut ijma. Ketiga, dalam 

masalah gharawain, yakni seorang suami meninggal dunia 

dengan meninnggalkan istri, ayah, dan ibu maka ibu 

mendapat bagian sepertiga dari sisa. Namun, apabila 

kedudukan ayah diganti oleh kakek (ayah terlebih dahulu 

mati), ibu tetap mendapatkan bagian sepertiga dari seluruh 

harta, menurut ijma.   

c. Ibu mengambil bagian seperenam dari harta yang 

ditinggalkan pewaris, dengan dua syarat: Pertama, bila 

pewaris mempunyai anak laki-laki atau perempuan atau 

cucu laki-laki keturunan anak laki-laki. Kedua, bila 

pewaris mempunyai dua orang saudara atau lebih, baik 

saudara laki-laki ataupun perempuan, baik sekandung, 

seayah, ataupun seibu. Allah SWT. Berfirman dalam surat 

AnNisa ayat 11:  

دُسُ  ًِ ٱلسُّ ة  فلَِِمُِّ َُ  فإَنِ كَانَ لًَُٓۥ إخِْ

“Apabila orang yang meninggal itu mempunyai 

saudara-saudara, maka ibu mendapatkan bagian 

seperenam” 

  

d. Cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki seorang 

atau lebih akan mendapatkan bagian seperenam apabila 

yang meninggal (pewaris) mempunyai satu anak 

perempuan. Dalam keadaan demikian, anak perempuan 

mendapat bagian setengah, dan cucu perempuan dari 

keturunan anak laki-laki pewaris mendapat seperenam, 

sebagai pelengkap dua per tiga.  

e. Saudara perempuan seayah satu orang atau lebih akan 

mendapat bagian seperenam apabila pewaris mempunyai 

seorang saudara kandung perempuan. Hal ini hukumnya 

sama dengan keadaan jika cucu perempuan keturunan 
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anak laki-laki bersamaan dengan adanya anak perempuan. 

Jadi, bila seseorang meninggal dunia dan meninggalkan 

saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan 

seayah atau lebih, saudara perempuan seayah mendapat 

bagian seperenam sebagai penyempurna dari dua per tiga. 

Sebab, ketika saudara perempuan kandung memperoleh 

setengah bagian, maka tidak ada sisa, kecuali seperenam 

yang memang merupakan hak saudara perempuan seayah.  

f. Saudara laki-laki atau perempuan seibu akan mendapatkan 

bagian  masing-masing seperenam bila mewarisi 

sendirian. Allah SWT. Berfirman dalam surat An-Nisa 

ayat 12:  

ىٍْمَُا  حِدٍ مِّ ََٰ َْ أخُْت  فلَكُِلِّ  لًَُٓۥ أخَ  أَ ََ َِ ٱمْرَأةَ   لتًَ أَ
إنِ كَانَ رَجُل  ٌُُرَثُ كَلَٰ ََ

دُسُ   ٱلسُّ

“Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun 

perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak 

meninggalkan anak, tetapi mempunyai seseorang saudara 

laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), 

bagi masing-masingdari kedua jenis saudara itu 

seperenam harta” 

 

Dan persyaratannya adalah bila pewaris tidak mempunyai 

pokok (yakni kakek) dan tidak pula cabang (yakni anak, 

baik laki-laki atau perempuan).  

g. Nenek sahih mendapatkan bagian seperenam ketika 

pewaris tidak lagi mempunyai ibu. Ketentuan ini berlaku, 

baik nenek hanya satu atau lebih (dari jalur ayah maupun 

ibu), seperenam itu dibagikan secara rata kepada mereka.  

Ashhab al- furudh in-nasabiyyah adalah golongan ahli waris 

sebagai akibat adanya hubungan darah dengan si pewaris. 

Yang termasuk ke dalam golongan ini adalah:  

1. Leluhur perempuan: ibu dan nenek  

2. Leluhur laki-laki: bapak dan kakek  
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3. Keturunan perempuan: anak perempuan dan cucu 

perempuan  pancar laki-laki  

4. Saudara sekandung: saudara perempuan seibu dan 

saudara lakilaki seibu  

5. Saudara sekandung/ sebapak: saudara perempuan 

sekandung dan saudara perempuan sebapak.  

Orang yang berhak mendapat bagian seperdelapan hanya 

bagi seorang atau beberapa orang istri apabila suami (yang 

meninggal dunia) mempunyai anak atau cucu dari anak 

laki-laki dan seterusnya, baik keturunan itu dari istri 

tersebut atau dari istri yang lain. Dua orang cucu perempuan 

atau lebih dari anak lakilaki, mendapat bagian dua per tiga 

dengan syarat:  

(a) orang yang meninggal dunia tidak mempunyai anak, 

baik anak lakilaki maupun anak perempuan, (b) tidak 

bersama dengan dua orang anak perempuan, (c) tidak ada 

mu‟ashib (yang mendapat ashabah), yaitu cucu laki-laki 

dari anak dari anak laki-laki yang satu derajat dengan 

mereka. Begitu juga, hukum waris cicit perempuan dari 

cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah 

(asal dihubungkan oleh keturunan laki-laki). Hanya saja, 

cucu terhalang untuk mendapatkan waris apabila terdapat 

anak lakilaki. Kaidah mengatakan “Barang siapa yang 

dikaitkan dengan 50 suatu perantara, ia akan terhijab 

dengan adanya orang yang menjadi perantara itu.” Dua 

orang saudara perempuan sekandung atau lebih mewarisi 

dua per tiga dengan syarat: (a) tidak ada anak lakilaki atau 

anak perempuan, tidak ada ayah atau kakek terus keatas, 

yaitu pewaris tidak mempunyai orang tua dan keturunan, 

(b) tidak mempunyai saudara mu‟ashib (golongan ashabah), 

yakni saudara laki-laki sekandung, (c) tidak ada anak 

perempuan atau perempuan dari anak laki-laki, seorang atau 

lebih. Andai kata ada anak perempuan seorang, dua orang 

cucu meskipun mendapat waris dua per tiga, tetapi masih 

kebagian, yakni seperenam. Akan tetapi, apabila ada dua 
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orang perempuan, dua orang cucu sama sekali tidak 

mendapat warisan. Dua orang saudara perempuan seayah 

atau lebih mendapat warisan dua per tiga dengan syarat:  

1. Tidak ada anak laki-laki, ayah atau kakek (orang tua 

atau keturunan).  

2. Tidak mempunyai saudara mu‟ashib, yaitu saudara 

lakilaki seayah.  

3. Tidak ada anak perempuan atau cucu perempuan dari 

anak laki-laki, atau saudara laki-laki sekandung dan 

saudara perempuan sekandung. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1  
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Pedoman Wawancara 

A. Identitas  

Nama   : Syamsul Azwar S.H 

Umur   : 40 Tahun 

Pendidikan  : Sarjana Serata 1 

Pekerjaan  : Wali Nagari Kenagarian Batang Barus  

Alamat  : Jln Solok Padang Lubuak Selasih  

B. Pertanyaan  

1. Bagaimana  Sejarah kenagarian Batang Barus Apakah ? 

2. Sudah Bearapa lama Bapak Jadi Wali Nagari Di kenagarian 

Batang Barus? 

3. Dikenagarian Batang Barus Apakah Mayoritas Masyarakat 

Bersuku Minang Kabau? 

4. Kegiatan Adat  apa saja yang sering di lakukan di kenagarian 

Batang Barus? 

5. Apakah damapak positif negatif kegiatan Adat di kenagarian 

Batang Barus? 
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 Pedoman Wawancara 

A. Identitas  

Nama   : H Abu Jamar Datuak Bandaro Putiah 

Umur   : 50 Tahun 

Pendidikan  : Sekolah Menengah Atas 

Pekerjaan  : Ketua Kerapatan Adat Nagari Batang Barus  

Alamat  : Jorong Kayu Jao Kenagarian Batang Barus 

B. Pertanyaan  

1. Bagaimana  Sejarah kenagarian Batang Barus Apakah ? 

2. Sudah Bearapa lama Bapak Ketua Kerapatan Adat Nagari 

Batang Barus? 

3. Dikenagarian Batang Barus Apakah Mayoritas Masyarakat 

Bersuku Minang Kabau? 

4. Kegiatan Adat  apa saja yang sering di lakukan di kenagarian 

Batang Barus? 

5. Apakah damapak positif negatif kegiatan Adat di kenagarian 

Batang Barus? 

6. Apakah Bapak Mengetahui tentang Menjawat Waris Di suku 

Minang Kabau? 

7. Bagaimana Cara Pembagian Waris menjawat Di suku Minang 

kabau? 

8. Apakah Bapak Mengetahui Sistem Pembagian Waris 

Menjawat Di Kenagarian Batang Barus? 
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Pedoman Wawancara 

A. Identitas  

Nama   : Herman Malin Sampono 

Umur   : 46 Tahun 

Pendidikan  : Sekolah Menengah Atas  

Pekerjaan  : Penghulu Suku Melayu 

Alamat  : Jorong Kayu Jao Kenagarian Batang Barus 

B. Pertanyaan  

1. Bagaimana  Sejarah kenagarian Batang Barus Apakah ? 

2. Sudah Bearapa lama Bapak jadi Penghulu Suku Melayu Di 

kenagarian Batang Barus? 

3. Dikenagarian Batang Barus Apakah Mayoritas Masyarakat 

Bersuku Minang Kabau? 

4. Kegiatan Adat  apa saja yang sering di lakukan di kenagarian 

Batang Barus? 

5. Apakah damapak positif negatif kegiatan Adat di kenagarian 

Batang Barus? 

6. Menjawat waris itu Apakah ada di setiap suku? 

7. Berapa jumlah bagian yang di dapat oleh ahli waris? 

8. Apakah warisan yang di jawat itu boleh untuk pribadi? 

9. Harta warisan manakah yang bisa dijawat? 
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Lampiran 2 

Surat Riset Dari Fakultas Syari‟ah Universitas Islam Negeri raden 

Intan Lampung untuk Bupati Solok 
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Surat Riset Dari Fakultas Syari‟ah Universitas Islam Negeri raden 

Intan Lampung untuk Wali Nagari Batang Barus 
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Surat Balasan Riset Dari Bupati Solok 
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Surat Balasan Riset Dari wali Nagri Batang Barus 
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Foto wawancara Dengan Para Tokoh Adat Di minang Kabau. 
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